BAB I
HASIL PENELITIAN PUTUSAN PA LAMONGAN NOMOR
2360/PDT.G/2010/PA.LMG TENTANG PERCERAIAN KARENA

SUAMI GHAIB.

A. KEBERADAAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
1. Status Pengadilan Agama Lamongan |

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah safu instansi pemerintahan
di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum
perdata khusus di Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan keberadaannya itu,
Lembaga Peradilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat
dalam bidang hukum terutama hukum kekeluargaan.

Menurut keputusan Menteri Agama RI No. 733 Tahun 1993
Pengadilan Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang
berkedudukan di JI. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket
Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12
Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 112°
4> s.d. 112° 33’ Bujur Timur dan Lintang 6° 51° s.d. 7° 23’ Lintang Selatan,
Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
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- Sebelah Timur  : Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
~ Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban'

Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan
Agama Lamongan termasuk salah satu pengadilan agama yang mempunyai
kategori Pengadilan Klas 1 A. Pengklasifikasian lembaga peradilan dalam
tingkat pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan bobot atau
kualitas perkara yang ditangani.

Wewenang Pengadilan Agama Lamongan

Kedudukan Pengadilan Agama menurut Undang-undang No. 7 Tahun
1989 adalah sebagai peradilan perdata yang khusus menangani perkara
perdata tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 2 yang menetapkan sebagai
berikut: “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Sehingga
tugas dan kedudukan Pengadilan Agama Lamongan yang merupakan salah
satu pengadilan yang ada di Indonesia adalah melayani kebutuhan
masyarakat Lamongan dalam bidang hukum perdata, terutama hukum

keluarga yang khusus bagi umat Islam.

! Data Pengadilan Agama Lamongan
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Hal ini selaras dengan bunyi dan maksud Pasal 36 ayat (1) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 49 ayat (1, 2, dan 3) Undang-undang No.
7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam tentang:

1. Perkawinan;

2. Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

3. Wakaf dan Shadagoh;

4. Ekonomi Syari’ah;?
Sedang kedudukan Pengadilan Agama Lamongan yaitu sesuai dengan
bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:
‘pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di
Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, yang daerah hukumnya
meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tetapi tidak menutup
kemungkinan adanya pengecualian”

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu
atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi” tertentu yang dalam hal ini meliputi
satu Kotamadya atau satu Kabupaten, atau dalam keadaan tertentuy sebagai
pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Misalnya Pengadilan

Agama Riau yang terdapat 4 (empat) buah Pengadilan Agama, karena

kondisi transportasi yang sulit.>

2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006
* Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, Edisi Baru, h. 25-26
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Dengan demikian Pengadilan Agama Lamongan mempunyai wilayah
hukum tertentu atau bisa dikatakan mempunyai: yurisdiksi relatif tertentu,
dalam hal ini meliputi ‘satu Kotamadya atau satu Kabupaten. Yurisdiksi
relatif ini mempunyai arti penting, schubugan dengan Pengadilan Agama
mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak
eksepsi tergugat.

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu
jenis dan satu tingkat, dalam perbedaanya dengan kekuasaan pengadilan yang
sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Lamongan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi 27 (dua puluh
tujuh) kecamatan yang terdiri dari 462 desa dan 12 Kelurahan, dengap luas
+1.812.80 Km2. Jarak tempuh antar desa dengan kantor Pengadilan ;\gama
Lamongan antara 1,5 km - 75,5 km dengan ongkos pemanggilan kategori
radius I, II, III, dan IV, sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan
Agama Lamongan Nomor: PA.M/18/HK/00.5/1532/2002, tanggal 1 Agustus
2002.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan antara lain:
Kecamatan Lamongan meliputi 12 Desa, 7 Kelurahan
Kecamatan Deket meliputi 17 Desa

Kecamatan Turi meliputi 19 Desa

Kecamatan Tikung meliputi 13 Desa

Kecamatan Sari Rejo meliputi 9 Desa / Kelurahan
Kecamatan Kembangbahu meliputi 18 Desa

SRS



7.
8.
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23,
24,
25.
26.
27.
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Kecamatan Sukodadi meliputi 20 Desa
Kecamatan Pucuk meliputi 17 Desa

Kecamatan Sekaran meliputi 21 Desa
Kecamatan Maduran meliputi 17 Desa
Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 Desa
Kecamatan Babat meliputi 21 Desa, 2 Kelurahan
Kecamatan Kedungpring meliputi 23 Desa
Kecamatan Sugio meliputi 21 Desa

Kecamatan Modo meliputi 17 Desa

Kecamatan Ngimbang meliputi 19 Desa
Kecamatan Mantup meliputi 15 Desa
Kecamatan Karang Binangun meliputi 21 Desa
Kecamatan Glagah meliputi 29 Desa

Kecamatan Paciran meliputi 16 Desa, 1 Kelurahan
Kecamatan Solokuro meliputi 10 Desa
Kecamatan Brondong meliputi 9 Desa, 1 Kelurahan
Kecamatan Laren meliputi 20 Desa.

Kecamatan Bluluk meliputi 9 Desa

Kecamatan Sambeng meliputi 22 Desa
Kecamatan Sukorame meliputi 9 Desa
Kecamatan Kali Tengah meliputi 20 Desa

. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan

pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera,

Sekretaris, dan Juru Sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga

dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera, Sekretaris, dibantu

Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas Panitera atau Sekretaris

dalam bidang administrasi perkara.
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Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana pengadilan
agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna
mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-
masing bagian. Adapun bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Lamongan adalah sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Hakim

Ketua

Dra. Hj. Nawal BuchoriS.H

Wakil Ketua

1]

Drs. Sonhadji Soe’eb, SH

Drs. Hj. Fadhiyatul Indah

H. Khatim Junaidi, SH.,S.Ag MHi
Drs. Nurhadi, MH

Drs. M. Nurkhan, SH.

Panitera/Sekretaris

H. Syaifuddin Latief, SH.

i

'Wakil Sekretaris

Junus Susanto, SH.

Kasubag. Kepengawasan Kasubag. Kevangan Kasubag. Umum
Hj. Muarofah, SH Dartik, S.Pdi Abd. Aziz, S.Ag. M.Ag
] | |
Staf Staf Staf
Jawahruddaulah Asheq Novan Yabys Utams, Suki (W. Bhakti)
Shi (W. Bhakti) S.Kom Wawan A (W. Bhakti)

Lutfi Ansori, (W. Bhakti)

Kholrul A. S.Ag (W. Bhalai)

Drs. Abd. Rouf Abdullah SH ‘Wakil Panitera
Drs. Soepandi
Dra.Hj. Azizah Ulfa, MH H. Imam Wahyudi, SH
Drs H. Husnur Rofiq, SH l
| ] |
Panmud. permohonan Panmud. Gugatan Panmud. Hukum
Hj Nur Cholidah, SH H]. Kumatyzh Niogsth, SH Hj. Siti Zaenab, S.Ag
] | I
Staf Staf Staf
Suwarno Drs. Karyo (W. Bhakti) Sudarmedi (W. Bhakti)
Farhan Hidayat, S.Hi Fathur R. S.Ag (W. Bhaktl) A. Makhtum $ (W. Bhaktl)
Achmad Nur Ansorti, S.Psi Siti Zaimah, (W, Bhakti)
(W. Bhakti) Agus Wibowo (W. Bhakti)
Zanish S. S.Pd(W. Bbakti)
|
Hakim
Supiayah, SH
Sueb, SH
Alfian Yusuf, SH

|

Hakim

Mochammad Waras
Syafi'l Rehman, S.Ag
Suprayitno, S.Ag
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B. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA NOMOR 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.

Dalam menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar
mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut
dapat diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya dengan melihat faktor-
faktor serta alasan-alasan perceraian yang terjadi. Dari faktor terjadinya
perceraian yang dianggap hakim sebagai dasar yang menentukan untuk
menetapkan dan memutuskan kasus perkara terjadinya perceraian dalam perkara
ini adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan isteri belum
siap untuk diajak hubungan biologis schingga menimbulkan perselisihan yang
berujung pada keretakan rumah tangga.

Berkenaan dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Undang-
undang, memang tidak disebutkan dengan jelas bahwa kepergian suami dalam
waktu 3 bulan bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Untuk itu dalam
menyelesaikan kasus tersebut hakim Pengadilan Agama Lamongan mengkaitkan
permasalahan ini dengan akibat permasalahan yang ada, yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan tidak ada harapan akan
hidup rukun dalam rumah tangga. Selain itu mereka sudah berpisah selama tiga
bulan dan telah dikuatkan oleh kedua orang saksi dan juga diakui kebenarannya

oleh penggugat.
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Dasar pertimbangan hukum hakim Agama Lamongan dalam memutuskan
cerai gugat dengan alasan isteri tidak siap diajak hubungan biologis oleh suami
berpijak pada pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Antara
suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Jo pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangganya.™

Pertimbangan hukum hakim yang lain dalam menyelesaikan dan
memutuskan kasus tersebut didasarkan pada pasal 125 HIR yang berbunyi: “Jika
tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau pula tidak
menyuruh orang lain menghadap mewakiliya. Meskipun ia dipanggil secara
patut, maka gugatan diterima dengan tidak hadir yaitu verstek”. Dan
berdasarkan pasal 126 HIR jo pasal 27 ayat (4) PP. No. 9 Tahun 1975.°

Dengan berdasarkan pertimbangan ketentuan hukum tersebut maka
majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan , tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

: Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan, 5 Nopember 2011.
Ibid
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Dalam perkara ini penulis mengambil putusan Pengadilan Agama
Lamongan Nomor: 2360/Pdt.G/2011/PA.Lmg., sebagai berikut:

PENGGUGAT , umur 18 tahun , agama Islam. pekerjaan Guru Swasta ,
pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan , selanjutnya disebut tsebagai PENGGUGAT,

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun , agama Islam, pekerjaan Tani , pendidikan
terakhir SMK, tempat kediaman semula di Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan , Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah
Indonesia , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05
September 2010 , yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ngimbang , Kabupaten Lamongan , sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : 246 /01 / IX/2010 tertanggal 06 September 2010 , sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :11/DN/XII/2010 , tanggal 02 Desember
2010,

Bahwa setelah akad nikah , Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman

di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu. Namun demikian antara
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Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan badan sebagaimana
layaknya suami istri yang baik (qobla dukhul ) ;

Bahwa sejak awal pernikahan , dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah tidak ada keharmonisan , disebabkan saat malam pertama Tergugat
mengajak berhubungan biologis namun Penggugat belum mau karena masih
belum siap atas sikap Penggugat tersebut Tergugat tidak mau bersabar ;

Bahwa oleh karena telah tidak ada keharmonisan sebagaimana tersebut di
atas , dan bahkan sejak bulan September tahun 2010 yang lalu antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman yang hingga kini telah
berlangsung selama 3 bulan karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman
bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;

Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal tersebut , ternyata sejak bulan
September tahun 2010 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman semula tanpa
kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di
seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas , maka pernikahan
Penggugat dengan Tergugat telah tidak mencapai tujuannya untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta upaya-upaya untuk
mempertahankannya tidak berhasil. Oleh karena ity Penggugat merasa sudah

tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
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Di samping itu, Penggugat juga mengahadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu
ibu penggugat dan tetangga penggugat yang masing-masing memberikan
kesaksian bahwa:

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga
penggugat.

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah namun
belum pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul)

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sejak semula tidak pernah rukun
yang disebabkan karena tergugat tidak sabar atas sikap penggugat yang
belum siap mental untuk diajak hubungan badan dan tergugat tidak sabar
mengenai perihal tersebut, selanjutnya tergugat pulang kerumah orang
tuanya dan pergi merantau untuk mencari perkerjaan.

- Saksi mengetahui bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah
selama 3 bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah pulang, mengirimi
kabar sehingga tidak diketahui alamatnya secara jelas.

- Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tergugat baik ke keluarga

atau teman-teman tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil,

Pertimbangan dan alasan hakim dalam memutuskan perkara diatas

adalah:
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan
tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali,
namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat
datang menghadap, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh
orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara telah
dipanggil secara resmi dan patut. Sesuai dengan ketentuan pasal 122 HIR/Pasal
26 ayat (4) PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karena tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan
oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tiadanya perlawanan dari tergugat, maka
semua dalil penggugat dianggap benar. Oleh karena ity berdasarkan bukti-bukti
dan mendengarkan saksi-saksi gugatan penggugat dibenarkan serta memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dj
atas, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek dengan ketentuan pasal

125 HIR dan pasal 126 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) PP. No. 9 Tahun 1975,



